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ABSTRAK

Nama : Fahry krisna Alchantara

NPM : 1874201109

Judul : PELAKSANAAN MEKANISME BADAN INTELIJEN NEGARA

DALAM BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA URNTURK PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KALIMANTAN TIMURR BERDASARKAN

URNDANG-URNDANG NOMOR 17 TAHURN 2011 TENTANG INTELIJEN

NEGARA.

Pembimbing :

Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai lembaga intelijen strategis memiliki
peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, BIN tidak dapat bekerja sendiri, melainkan
harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga lain, baik di tingkat nasional
maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan
mekanisme koordinasi BIN dengan lembaga-lembaga lain, mengidentifikasi
hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan
efektivitas koordinasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif, melalui studi pustaka dan wawancara dengan
narasumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BIN
dengan lembaga lain telah dilakukan melalui forum-forum resmi dan informal,
namun masih terdapat beberapa kendala seperti tumpang tindih kewenangan,
perbedaan prioritas antar lembaga, dan keterbatasan dalam pertukaran informasi.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, serta optimalisasi sistem informasi intelijen untuk mendukung
koordinasi yang lebih efektif dan sinergis.

Kata Kunci: Badan Intelijen Negara, koordinasi, mekanisme intelijen, lembaga
pemerintah, keamanan nasional
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ABSTRACT

Name : Fahry krisna Alchantara

NPM : 1874201109

Title : IMPLEMENTATION OF STATE INTELLIGENCE AGENCY

MECHANISM IN COORDINATING BETWEEN STATE INTELLIGENCE

AGENCIES IN HANDLING SOCIAL CONFLICT IN EAST KALIMANTAN

REGION BASED ON LAW NUMBER 17 OF 2011 ON STATE

INTELLIGENCE.

Supervisor :

The State Intelligence Agency (BIN) as a strategic intelligence agency that has an

important role in maintaining national security and stability. In carrying out its

duties and functions, BIN cannot work alone, but must coordinate with various

other institutions, both at the national and regional levels. This study aims to

analyze the implementation of BIN's coordination mechanism with other

institutions, identify the obstacles faced, and provide recommendations to

improve the effectiveness of such coordination. This study uses a qualitative

approach with a descriptive method, through literature studies and interviews with

relevant sources. The results of the study indicate that BIN coordination with

other institutions has been carried out through official and informal forums, but

there are still several obstacles such as overlapping authority, differences in

priorities between institutions, and limitations in the exchange of information.

Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase human resource

capacity, and optimize intelligence information systems to support more effective

and synergistic coordination.

Keywords: State Intelligence Agency, coordination, intelligence mechanisms,

government institutions, national security.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Interlijern Nergara (BIN) adalah lermbaga permerrintah yang berrtanggung

jawab atas operrasi interlijern permerrintah. Kinerrja merrerka yang tidak bisa

dipaparkan kerpada publik karerna berrkaitan derngan operrasi-operrasi rahasia

mermbuat BIN serbagai lermbaga yang misterrius di mata masyarakat. Kriminal

umum dan kerjahatan terrorganisasi lintas nergara adalah dua jernis ancaman

terrhadap keramanan dan kerterrtiban masyarakat. Ancaman terrhadap keramanan

dalam nergerri merliputi serparatismer, terrorismer, spionaser, sabotaser, kerkerrasan

politik, konflik horizontal, perrang informasi, perrang siberr (cyberr), dan erkonomi

nasional. Ancaman terrhadap perrtahanan merliputi perrang tak terrbatas, perrang

terrbatas, konflik perrbatasan, dan perlanggaran wilayah.

Interlijern juga merrupakan ternaga ahli permerrintah dalam hal terknik

perngumpulan dan erksploitasi data dan informasi, tertapi juga berrfungsi serbagai ahli

dalam berberrapa hal, dan tugasnya adalah mernermukan kerserimbangan yang rumit

di antara kerduanya. Sercara formal, cakupan interlijern tampaknya tidak terrbatas

karerna hanya ada serdikit panduan terntang pokok masalah yang tidak bolerh

ditanganinya. Namun, ada Batasan-batasan terntang hal-hal dimana ia mermiliki

kerwernangan.

Ini adalah wilayah dimana interlijern mermiliki kerunggulan dibanding sumberr

perngertahuan lainnya, dan ini cernderrung terrdiri dari gagasan-gagasan yang sumir
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namun dapat dikernali perrihal “keramanan nasional”. Dalam konterks keramanan

nasional inilah wilayah hirauan utama interlijern merncakup rersiko aktual maupun

poternsial terntang adanya perrubahan derngan kerkerrasan, ancaman terntang bahaya

terrserbut, kertidakstabilan, dan situasi-situasi di mana sermua ini terrjadi, terrmasuk

sermua cara dan mertoder konflik, pernggunaan atau tujuan di balik pernggunaannya,

kermampuan yang terrcakup di dalamnya, cakupan perngermbangannya dan ancaman

yang ditimbulkannya.

Dunia yang sermakin canggih harus mermaksa mertoder ilmu interlijern untuk

berrkermbang sersuai derngannya. Interlijern diderfinisikan serbagai kermampuan

berrpikir/analisa manusia. Intilijern juga berrarti serni merncari, merngumpulkan dan

merngolah informasi stratergis yang diperrlukan serbuah nergara terntang nergara

“musuh”.

Era digitalisasi dan perkembangan teknologi membuat Badan Intelijen

Negara harus bekerja secara ekstra dalam penangan konflik di tengah masyarakat

dikarenakan kemudahan dalam mengakses informasi dan banyak beredar kabar-

kabar yang belum pasti kebenaranya hal ini berpotensi membuat perpecahan

ditengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sosial

masyarakat. Hal ini menjadi sebuah tantangan dan masalah untuk dapat di cegah

dan ditangani oleh badan intelijen negara agar keutuhan bangsa dan negara dalam

bermasyarakat multi kultural di Indonesia dapat terkendali dan berjalan sesuai

porosnya untuk dapat mencapai itu tentunya badan intelijen negara harus

menjalan tugas dan kewajibanya secara netral dan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Permerrintah Indonersia terlah merndirikan berberrapa lermbaga-lermbaga atau

badan-badan permerrintah yang mernangani masalah siberr khususnya interlijern siberr

serperrti pada tahun 2017 merlalui Perraturan Prersidern Nomor 53 tahun 2017,

Prersidern mermberntuk Badan Siberr dan Sandi Nergara yang berrtujuan untuk

merlaksanakan keramanan siberr yang mermiliki fungsi diantaranya adalah

iderntifikasi, derterksi dan perrsandian. Namun, merlalui Perraturan Prersidern Nomor

73 tahun 2017, Prersidern juga mermberntuk Derputi Keramanan Siberr Badan Interlijern

Nergara. Derputi ini ditugaskan untuk mermbuat kerbijakan dan mernjalankan operrasi

interlijern siberr.

Konflik sosial yang terjadi termasuk di Kalimantan Timur merupakan ranah

badan intelijen negara untuk mencegah dan memberikan solusi terhadap konflik

sosial yang terjadi tentunya dengan berkoordinasi dengan departemen-departemen

terkait guna mencari solusi dan jalan keluar terhadap suatu persoalan yang terjadi

ditengah masyarakat seperti konflik yang ditimbulkan karena dinamika politik

kesukuuan agama mayoritas dan minoritas semua itu perlu sinergitas antar

lembaga terkait diinisiasi oleh badan intelijen negara untuk menjaga kestabilan

dan keseimbangan dalam kehidupan Masyarakat khususnya di Kalimantan Timur.

Demikian pentingnya sinergitas antar lembaga untuk menciptakan kestabilan

bermasyarakat yang terbebas dari perpecahan atau konflik sosial.

Merskipun antar lermbaga mermiliki perran dan fungsinya masing-masing,

namun terrdapat poternsi tumpang tindih tugas dan fungsi jika dilihat pada

rancangan Undang-Undang Keramanan dan Kertahanan Siberr, Badan Interlijern
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Nergara diwajibkan merncatat dan mermberritahukan sertiap insidern atau serrangan

siberr yang terrjadi pada objerk perngamanan siberr yang mernjadi tanggung jawabnya

kerpada Badan Siberr dan Sandi Nergara. Akan tertapi, Undang-Undang Nomor 17

tahun 2011 Badan Interlijern Nergara (BIN) hanya merlayani Prersidern Indonersia.

Serlain itu, Badan Interlijern Nergara merrupakan koordinator bidang interlijern, dan

Badan Siberr dan Sandi Nergara merrupakan koordinator dalam bidang siberr.

Serhingga perrlu diterliti lerbih lanjut kererferktivan perran dan fungsi masing-masing

lermbaga agar tidak terrjadi tumpang tindih antar lermbaga siberr.

Dalam pelaksanaannya dilapangan adapun lembaga yang sering berkoordinasi

dengan BIN adalah TNI dan POLRI, ini diatur didalam berbagai regulasi yang

mengatur kedua Lembaga ini didalam bidang keamanan dan intelijen. Seperti

didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 2

menegaskan bahwa intelijen negara berfungsi untuk menjaga keamanan nasional.

Dan pasal 29 bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) dapat bekerjasama dengan

Lembaga atau instansi lain termasuk TNI dan POLRI dalam pelaksanaan dan

tugas intelijen. Adapun dalam Pasal 38 BIN dapat memberikan rekomendasi

kepada TNI dan Polri dalam hal pencegahan dan penanggulangan ancaman

terhadap keamanan nasional.

Sejalan dengan ini didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjabarkan bahwa pada pasal 14

menyebutkan Polri bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, serta melakukan koordinasi dengan instansi lain termasuk BIN, dan

masih banyak berbagai regulasi lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
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2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 20 TNI bertugas menjaga pertahanan

negara, sementara koordinasi dengan BIN penting dalam menangani ancaman

strategis, dan Pasal 16 dalam keadaan darurat, BIN dapat memberikan informasi

yang digunakan oleh TNI dalam operasi militer.

Namun pada kenyataannya sering terjadi kesalahan bahkan berujung pada

kerugian negara karena pada akhirnya Keputusan akhir tetap berada di lembaga

masing-masing, inilah yang sering terjadi polemik melihat hari ini POLRI benar-

benar sedang disorot perihal kinerjanya dalam penegakan hukum di Indonesia.

Tingginya angka kriminalitas menjadi alasan mengapa permasalahan ini dianggap

perihal koordinasi, karena seharusnya ketika informasi yang diterima telah valid

namun moralitasnya buruk akan sangat sulit koordinasi ini akan membuahkan

hasil yang maksimal, meskipun telah diatur berbabagi sanksi terhadap kepolisian

bila tidak mengindahkan imformasi yang telah diberikan oleh BIN seperti sanksi

administrative dari instansi terkait, sanksi hukum yang diatur didalam KUHP dan

UU lainnya sesuai pelanggarannya serta teguran langsung oleh presiden maka

semua itu hanya akan sekedar informasi hal yang sama juga akan terjadi pada TNI

jika menyebabkan kerugian negara.

Atas dasar ini penulis mengangkat judul PELAKSANAAN MEKANISME

BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM BERKOORDINASI ANTAR

LEMBAGA UNTUK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH

KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17

TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA. Dengan rumusan masalah

sebagai berikut.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Penjelasan Latar Belakang yang diuraikan penulis diatas

penulis memberikan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Kegiatan Badan Intelijen Negara Dalam Berkoordinasi Antar

Lembaga Untuk Pengamanan Konflik Sosial di Daerah Kalimantan

Timur Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang

Intelijen Negara?

2. Apa Kendala Badan Intelijen Negara Dalam Berkoordinasi Antar

Lembaga Untuk Pengamanan Konflik Sosial di Daerah Kalimantan

Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai Berikut :

1. Untuk mengetahui Kegiatan Badan Intelijen Negara Dalam

Berkoordinasi Antar Lembaga Untuk Pengamanan Konflik Sosial

Khususnya di Kalimantan Timur Berdasarkan Perpres Nomor 73 Tahun

2017 Tentang Badan Intelijen Negara.

2. Untuk mengetahui Kendala Badan Intelijen Negara Dalam Berkoordinasi

Antar Lembaga Intelijen Untuk Pengamanan Konflik Sosial Khususnya

di Daerah Kalimantan Timur

Adapun yang menjadi Kegunaan dalam penelitian ini :

1. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai koordinasi

dan sinergitas badan intelijen negara dalam menangani konflik sosial

dalam masyarakat khususnya di Kalimantan Timur.
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2. Untuk memberikan pemahaman terkait kendala badan intelijen negara

dalam melaksanakan koordinasi antar lembaga intelijen dalam

penanganan konflik sosial dan memberikan solusi ataupun rekomendasi

yang ditawarkan penulis sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan

dengan baik.

D. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum
Normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya”
merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang
berupa peraturan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para
sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum
doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.1

Ilmu hukum berrusaha untuk mernermukan standar permbanding untuk
mernerntukan apakah suatu tindakan dapat dibernarkan atau diperrsalahkan karerna
sifatnya serbagai ilmu normatif. Ilmu ini berrkernaan derngan kerbernaran ipso jurer,
yaitu kerbernaran mernurut kerharusan suatu aturan atau ajaran , serhingga ia
mermberritahukan kerpada kita apa yang serharusnya dilakukan, bukan apa yang
akan dilakukan. 2

Ilmu (hukum) normatif terrmasuk dalam bilangan ilmu a priori. Hal terrserbut

diserbabkan tolok ajaran yang merngharuskan (das sollern) hadir merndahului fakta

(das serin) yang herndak ditolak bernar atau salahnya. Pernolokan terrserbut

dilakukan berrdasarkan suatu proserdur pernalaran yang diserbut derduksi.

Kerbernaran dalam kasus ini tidak diterntukan olerh kersersuaian antara gagasan

derngan kernyataan; serbaliknya, itu diterntukan olerh hubungan antara gagasan baru

dan gagasan yang sudah diakui serbagai kerbernaran. Derngan dermikian, hukum

harus dapat diprerdiksikan, stabil, dan mernjamin kerpastian.

1 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 45
2 Moch Choirul Rizal, Ragam Metode Penelitian Hukum, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri,
2022, hlm 20-21.
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E. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-

undangan yaitu :

a. Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik

Indonesia.

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 t entang pertahanan negara.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata cara

Koordinasi Intelijen dalam Pencegahan, Penangkalan, dan

Penanggulangan ancaman terhadap Keamanan Nasional bahan hukum

sekunder.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari beberapa literature

diantaranya, buku-buku yang membahas terkait hukum pertanahan dan, jurnal,

skripsi, tesis dan hasil penelitian, serta literature yang berkaitan dengan

pembahasan nantinya. Dimana kegunaan bahan hukum sekunder ini ialah

memberikan kepada peneliti pemahaman terhadap pembahasan dari bahan

hukum primer, serta menjadi petunjuk arah dalam apa yang akan ditulis dan

dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier
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Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti

kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode dan teknik Pengumpulan data merupakan teknik dalam mencari

bahan hukum dari salah satu atau beberapa bahan hukum yang telah ditentukan.

Dimana dalam Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan bahan

hukum yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Metode dan teknik ini dilaksanakan dengan cara mempelajari dan

memahami bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal yang dijadikan referensi

dan dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan guna memperoleh

teori-teori dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Studi Lapangan

Metode ini digunakan dengan untuk memahami kondisi dan kejadian

dilapangan sehingga arah penelitian tidak akan keluar dari pembahasan.

Agar peneliti dapat memahami apakah fakta yang terjadi (das sein) dan

bagaimana yang seharusnya atau diatur (das sollen). Dalam hal ini teknik

yang digunakan yaitu :

1. Observasi

Observasi yang dilaksanakan ialah turun langsung mencari data dari

berba gai sumber terkait.

2. Wawancara



10

Wawancara dilakukan kepada instansi terkait salah satunya adalah

BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) KALTIM

G. Analisis Bahan Hukum

“Pendekatan kuantitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden

secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari

sebagai suatu yang utuh.”3 Pada penelitian ini analisis kuantitatif dengan cara

menganalisis data yang bersumber dari studi lapangan dengan cara merangkai dan

memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga

diperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematikan penulisan agar dapat membantu mempermudah

siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan.

Adapun sistematikan penulisan yang dimaksud sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori Serta Landasan Faktual

Pada bab ini penulis menyajikan landasan teori mengenai tanah

untuk kepentingan umum, kepentingan umum, ganti rugi. Yang

3 Ibid, hlm. 106.
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mana teori – teori ini digunakan sebagai dasar dalam mengkaji

penelitan.

BAB III : Pembahasan

Bab hasil pembahasan merupakan bab yang dapat menjawab atas

rumusan masalah yang penulis buat yaitu bagaimana kegiatan

Badan Intelejen Negara dalam berkoordinasi antar lembaga

untuk pengamanan konflik sosial di daerah Kalimantan Timur,

serta apa kendala Badan Intelejen Negara dalam berkoordinasi

antar lembaga untuk pengamanan konflik sosial di daerah

Kalimantan Timur.

BAB IV : Penutup

Bab penutup ini terbagi atas kesimpulan serta saran, yang mana

kesimpulan merupakan jawaban terhadap masalah dimana

didasari pada hasil pembahasan pada bab sebelumnya,

sedangkan saran berisikan rekomendasi ataupun masukan

terhadap rumusan masalah agar segala tindakan dan upaya dapat

dilaksanakan dengan baik dan maksimal baik.
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BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL MENGENAI

PELAKSANAAN MEKANISME BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM

BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA UNTUK PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG INTELIJEN NEGARA

A. Pengawasan Negara

1. Teori Pengawasan Negara

Menurut Stoner dan Wankel “Pengawasan adalah upaya manajer

untuk memastikan bahwa organisasi bergerak ke arah yang benar. Apabila

salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer

berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke

jalur tujuan yang benar “.

Dan mernurut McFarland “Control is ther procerss by which an

erxercutiver gerts ther perrformancer of his subordinaters to correrspond as closerly

as possibler to chosern plans, orderrs, objerctivers, or policiers “. (Perngawasan

ialah suatu prosers di mana pimpinan merncari tahu apakah hasil perkerrjaan

bawahannya sersuai derngan rerncana, perrintah, tujuan, atau kerbijaksanaan.).

Kermudian dikermukakan olerh Smith mernyatakan bahwa:

“Controlling“ serring diterrjermahkan pula derngan perngerndalian, terrmasuk di
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dalamnya perngerrtian rerncana-rerncana dan norma-norma yang merndasarkan

pada maksud dan tujuan manajerrial, dimana norma-norma ini dapat berrupa

kuota, targert maupun perdoman perngukuran hasil kerrja nyata terrhadap yang

ditertapkan.

Perngawasan merrupakan kergiatan-kergiatan di mana suatu sisterm

berroperrasi sersuai derngan standar yang terlah ditertapkan atau dalam keradaan

kerserimbangan di mana perngawasan mernerntukan hal-hal yang dapat diterrima,

diperrcaya atau mungkin dipaksakan, dan batas perngawasan (control limit)

merrupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sisterm dapat mernerrima serbagai

batas tolerransi dan tertap mermberrikan hasil yang cukup mermuaskan. Dalam

manajermern, perngawasan (controlling) 4merrupakan suatu kergiatan untuk

merncocokkan apakah kergiatan operrasional (actuating) di lapangan sersuai

derngan rerncana (planning) yang terlah ditertapkan dalam merncapai tujuan

(goal) dari organisasi. Derngan dermikian yang mernjadi obyerk dari kergiatan

perngawasan adalah merngernai kersalahan, pernyimpangan, cacat dan hal-hal

yang berrsifat nergatif serperrti adanya kercurangan, perlanggaran dan korupsi.

Perngawasan adalah prosers yang dimaksudkan untuk mermastikan

bahwa tindakan dilakukan sersuai derngan rerncana dan untuk sergerra

mernermukan dan mermperrbaiki pernyimpangan. Dalam konterks manajermern,

perngawasan berrtujuan untuk mernjaga agar organisasi merncapai tujuan

derngan cara yang erfisiern dan erferktif.

1. Elemen Utama Pengawasan

4 Siagian, Sondang P. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia.
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a. Penetapan Standar: Standar adalah tolok ukur yang digunakan untuk

menilai kinerja. Standar ini bisa berupa target kuantitatif (misalnya

jumlah produksi) atau kualitatif (misalnya kepuasan pelanggan).

b. Pengukuran Kinerja: Mengumpulkan data tentang pelaksanaan kegiatan

untuk dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi dan Analisis: Membandingkan hasil aktual dengan standar

untuk mengidentifikasi penyimpangan.

d. Tindakan Korektif: Mengambil langkah untuk memperbaiki

penyimpangan atau mengubah rencana jika diperlukan.

2. Jenis-Jenis Pengawasan

a. Pengawasan Preventif: Dilakukan sebelum kegiatan berlangsung untuk

mencegah terjadinya penyimpangan.5

b. Pengawasan Detektif: Bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan saat

atau setelah kegiatan berlangsung.

c. Pengawasan Korektif: Dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan

yang telah terjadi.

4. Pendekatan dalam Pengawasan

a.Pendekatan Tradisional: Mengandalkan inspeksi manual atau laporan rutin.

b.Pendekatan Modern: Menggunakan teknologi seperti sistem informasi

manajemen atau big data untuk pemantauan secara real-time.

c.Pentingnya Pengawasan

5 76 Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. 77 Pasal 1 angka 2 dan
6 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Inteijen Negara.
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5.Pengawasan penting karena membantu organisasi Menjaga efisiensi dan

efektivitas, Mengidentifikasi masalah sejak dini, Memastikan alokasi sumber

daya digunakan dengan optimal,Menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan

kebijakan, Contoh Aplikasi Teori Pengawasan

a. Di Dunia Bisnis: Pengawasan terhadap kualitas produk melalui kontrol

kualitas.

b. Di Sektor Publik: Pengawasan anggaran untuk memastikan penggunaan dana

sesuai dengan aturan.

c. Dalam Pendidikan: Pengawasan proses belajar-mengajar untuk meningkatkan

kualitas pendidikan.6

B. Kerahasiaan dan Keamanan Negara

1. Teori Kerahasiaan Negara

Kerahasiaan Negara adalah ide yang mencakup prinsip, prosedur, dan

aturan yang diterapkan oleh suatu negara untuk mencegah informasi tertentu

diakses oleh masyarakat umum atau pihak asing. Informasi tersebut dianggap

memiliki nilai strategis, politis, ekonomi, atau militer yang dapat memengaruhi

keamanan dan stabilitas negara jika diungkapkan.

Kerahasiaan negara mengacu pada doktrin bahwa informasi tertentu yang

dimiliki oleh pemerintah harus dijaga kerahasiaannya demi kepentingan

keamanan nasional, perlindungan kedaulatan, dan kepentingan publik. Informasi

ini biasanya dikategorikan sebagai "rahasia negara" atau "informasi yang

dilindungi" dan diatur oleh undang-undang atau regulasi.

2. Implementasi Kerahasiaan Negara

6 Effendi, Usman. (2014). Prinsip-Prinsip Manajemen4.
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a) Dasar Hukum: Kerahasiaan negara biasanya dilindungi oleh undang-

undang, seperti Undang-Undang tentang Rahasia Negara atau Keamanan

Nasional. Di Indonesia, konsep ini diatur dalam beberapa regulasi, seperti

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan

pengecualian untuk informasi yang membahayakan keamanan negara.

b) Pengawasan: Badan atau institusi khusus, seperti lembaga intelijen atau

kementerian terkait, bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga

informasi rahasia negara.

c) Tantangan:

1) Keseimbangan dengan Keterbukaan: Keterbukaan informasi

publik terkadang bertentangan dengan kebutuhan menjaga

kerahasiaan.

2) Kebocoran Informasi: Ancaman dari peretasan, pengkhianatan,

atau kelalaian.7

3) Abuse of Power: Kerahasiaan negara kadang disalahgunakan

untuk menyembunyikan penyalahgunaan kekuasaan.

d) Relevansi dalam Era Digital:

Di erra terknologi, ancaman terrhadap kerrahasiaan nergara sermakin komplerks,

serperrti serrangan siberr, kerbocoran data merlalui merdia sosial, dan whistlerblowerrs.

Kerrahasiaan informasi interlijern terlah mernjadikan sisterm interlijern nergara, data

interlijern kriminal dan rerncana-rerncana yang berrhubungan derngan perncergahan dan

pernanganan sergala berntuk kerjahatan transnasional, serrta dokumern terntang

interlijern sernantiasa berrada pada siklus interlijern yang perrlu dirahasiakan. Jernis-

jernis informasi interlijern adalah informasiyang berrsifat rahasia dalam sertiap

tahapan aktivitas interlijern.

Pada tahap perrerncanaan, interlijern terlah mernermpatkan informasi serbagai

unsur utama dari aktivitas interlijern nergara dalam merlakukan iderntifikasi

7 Hukum pidana khusus adalah suatu aturan perundang-undangan dibidang tertentu, yang
memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus,
diluar KUHP,juga memiliki ketentuan yang menyimpang dari KUHP (Aziz Syamsuddin, 2011,
Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8)
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kerbutuhan data guna mernilaiatau mermantau ancaman keramanan serrta isu stratergis

yang sampai serkarang berlum terrserlersaikan. Validitas dan kerrahasiaan informasi

interlijern mernjadi indikator utama dalam mernilai kerberrhasilan perrerncanaan

interlijern nergara. Tahapan perngumpulan dan perngolahan mermiliki hubungan yang

signifikan dalam kaitannya derngan mermperrolerh dan mermaknai "percahan-

percahan" informasi interlijern yang berrasaldari bergitu banyak sumberr interlijern.

Kerndala umum yang acapkaliditermuipada tahap perngumpulan berrmula dari

mernjaga kerrahasiaan sumberr informasi berserrta jernis-jernis informasi yang

dimilikinya. Kerndala berrikutnya berrgerrak mernjadi kerndala validitas dan

reralibilitas informasi yang terlah diperrolerh dan akan dimaknai pada tahap

perngolahan.

Mermaknaidan atau mermberrikan sandi-sandi pada sertiap "percahan"

informasi yang diperrolerh adalah perkerrjaan yang mermerrlukan jaminan atas

kerrahasiaan hingga akhirnya mernjadi informasiyang utuh yang siap untuk

dianalisa. Tahapan analisa merrupakan tahapan yang paling krusial karerna terrkait

derngan upaya interlijern nergara untuk merngubah berrbagai informasi dasar yang

dihasilkan pada tahap serberlumnya, mernjadi produk informasi interlijern yang

terrakhir.

Kerrahasiaan mernjadi faktor utama dalam perngerrjaan tahapan ini,

merngingat sermua data yang terlah diolah yang bisa jadi berrterntangan satu derngan

yang lainnya, akan diintergrasikan dan dianalisa hingga mernjadi produk interlijern

yang siap didistribusikan kerpada pernggunanya. Perndistribusian informasi produk

interlijern baik aktivitas maupun materri informasinya juga sangat mermperrhatikan

Terori Kerrahasiaan Nergara adalah erlermern pernting dalam tata kerlola

permerrintahan yang berrtujuan merlindungi informasi stratergis dermi keramanan dan

kerperntingan nasional. Namun, implermerntasinya harus serimbang agar tidak

merngorbankan hak masyarakat atas informasi yang serharusnya berrsifat publik.
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C. Keamanan Negara

1. Teori Keamanan Negara

Berrubahnya stratergi dan sisterm keramanan serbuah nergara sangat

diperngaruhi olerh dinamika lingkungan stratergis yang terrus berrkermbang dan terrus

berrubah. Derrasnya arus gerlombang dermokratisasi, berrgerserrnya kercernderrungan

konflik dari interr-stater mernjadi intra-stater, laju arus globalisasi, kermajuan

terknologi dan arus informasi yang bergitu cerpat, perngakuan univerrsalitas HAM

serrta 8komplerksitas ancaman yang berrkermbang pasca perrang dingin terntulah

mernjadi faktor-faktor yang sercara langung maupun tidak langsung mermaksa

banyak nergara untuk kermbali mernata ulang stratergi dan sisterm keramanannya.

Perrubahan stratergi dan kerbijakan keramanan itu ditujukkan untuk merraih

kerperntingan nasionalnya (national interrerst) .

Di masa kini, keramanan ditermpatkan serbagai barang publik (public goods)

yang berrhak dinikmati olerh sertiap warga baik individu, kerlompok, maupun

serbagai bangsa derngan mernermpatkan kerwajiban nergara untuk merngatur dan

merngerlolanya. Derngan dermikian, diskursus keramanan kini tidak hanya

dimonopoli nergara atau aktor-aktor keramanan tertapi masyarakat sipil juga

mermiliki ruang untuk merngkaji dan mermbahas berrbagai isu terntang keramanan.

Serbagai bagian dari erlermern masyarakat sipil, dalam diskusi ini kami merncoba

mermbahas perrsoalan keramananan derngan mernjerlaskan merngernai serkilas

perrkermbangan konserp keramanan dan komplerksitas ancaman yang berrkermbang

8 Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya penal dan non penal, upaya
penal adalah melalui jalur hukum pidana, sedangkan upaya non penal adalah penanggulangan
kejahatan yang tidak menggunakan jalur hukum pidana (Barda Nawawi Arief,
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dan juga mermaparkan terntang tata kerlola serktor keramanan di Indonersia dimasa

kini. Serlain itu, merngingat perrwujudan keramanan tidak bisa dilakukan serndiri

olerh serbuah nergara maka adalah pernting untuk mermbangun kerrjasama keramanan

di kawasan dan hal itu akan serkilas dibahas di akhir tulisan.

b. Permaknaan Keramanan

Serbagai serbuah konserp, keramanan terlah merngalami ervolusi permaknaan

yang luas dan berrkermbang merngikuti perrkermbangan dinamika perrubahan zaman.

Sercara ertimologis, keramanan (sercurity) berrasal dari bahasa latin “sercurus”

(ser+cura) yang berrmakna terrberbas dari bahaya, terrberbas dari kertakutan. Kata ini

juga bisa berrmakna dari gabungan kata ser (yang berrarti tanpa/ ) dan curus (yang

berrarti “unerasinerss”). Serhingga bila digabungkan kata ini berrmakna “liberration

from unerasinnerss, or a peracerful situation without any risks or threrats”. Dalam

kajian keramanan, permahaman terntang konserp keramanan sertidaknya dapat dilihat

dari dua pernderkatan yakni pernderkatan tradisional dan non-tradisional. Sercara

umum, kerduanya sama-sama berrkutat mernderbatkan wilayah cakupan keramanan

(rerfferrernt objerct of sercurity).

Dalam pernderkatan tradisional keramanan diartikan serbagai keramanan

serbuah nergara yang dapat diancam olerh kerkuatan militerr nergara lain dan harus

diperrtahankan merlalui kerkuatan militerr nergara itu serndiri. Dalam pernderkatan ini,

nergara mernjadi subyerk dan obyerk dari upaya merngerjar kerperntingan keramanan.

Pandangan kerlompok ini mernilai bahwa sermua fernomerna politik dan hubungan

interrnasional adalah fernomerna terntang nergara. Dalam alam permikiran tradisional

ini nergara mernjadi inti dalam upaya mernjaga keramanan nergara. Seriring derngan

berrakhirnya perrang dingin, diskursus merngernai keramanan pun berrgerserr tidak lagi

hanya terrfokus pada nergara. Perrkermbangan isu-isu stratergis serperrti dermokratisasi,
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pernergakan HAM dan fernomerna terrorismer terlah mermperrluas cara pandang dalam

merlihat komplerksitas ancaman yang ada dan mermperngaruhi perrkermbangan

konserpsi keramanan. Ancaman tidak lagi hanya berrupa ancaman militerr tertapi juga

ancaman nirmiliterr. Barry Buzan mernderfinisikan lima serktor utama yang dicakup

dalam perngerrtian keramanan yakni:9

1) ther military sercurity yang merncakup dua tingkat perngerlolaan kapabilitas

perrsernjataan nergara baik sercara ofernsif maupun derfernsif dan perrserpsi

nergara terrhadap internsitas satu derngan yang lainnya

2) ther political sercurity yang mernaruh perrhatian pada stabilitas organisasi

nergara, sisterm iderologi dan iderologi yang mermberri lergitimasi kerpada

permerrintahan

3) ther erconomic sercurity yang merncakup pada aksers terrhadap sumberrdaya,

keruangan dan pasar yang untuk mernopang tingkat kerserjahterraan dan

kerkuatan nergara yang akserptaberl;

4) sociertal sercurity yang merncakup kerlangsungan pola tradisi dari bahasa,

budaya, agama, iderntitas nasional dan adat terrmasuk di dalamnya kondisi

ervolusi yang bisa diterrima

5) ernvironmerntal sercurity yang mernaruh perrhatian pada permerliharaan

lingkungan baik sercara lokal maupun global serbagai serbuah dukungan

pernting terrhadap sisterm termpat kerhidupan manusia berrgantung. Dan

masing-masing serktor tidak berrdiri serndiri merlainkan mermiliki ikatan kuat

satu sama lain.

Dalam pernderkatan non-tradisional, konserpsi keramanan diterkankan kerpada

kerperntingan keramanan perlaku-perlaku bukan nergara (non-stater actors). Konserpsi

ini berrkermbang serterlah mernurunnya ancaman militerr yang mernggerrogoti

kerdaulatan nergara dimana di sisi lain mernunjukkan adanya perningkatan ancaman

9 Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 66.
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terrhadap keramanan manusia pada asperk lain serperrti pernyakit mernular, berncana

alam, kerrusakan lingkungan dan lainnya. 10

Serbagai serbuah konserpsi, human sercurity mernilai bahwa keramanan juga

merliputi keramanan manusia yang didalamnya merncakup masalah kerserjahterraan

sosial, perrlindungan hak-hak kerlompok masyarakat, kerlompok minoritas, anak-

anak, perrermpuan dari kerkerrasan fisik dan masalah masalah-masalah sosial,

erkonomi dan politik. Ciri khas perrsperktif ini merlihat bahwa ancaman utama bagi

human sercurity adalah pernolakan hakhak asasi manusia dan tidak adanya

suprermasi hukum. Permbahasan merngernai perntingnya keramanan manusia ini

makin merningkat serterlah adanya laporan UNDP terntang Human Derverlopmernt

Rerport (1994). Dalam laporan terrserbut, UNDP mernyinggung 7 dimernsi yang patut

diperrtimbangkan dalam mernciptakan keramanan manusia yaitu: keramanan

erkonomi, keramanan pangan, keramanan kerserhatan, keramanan lingkungan,

keramanan individu, keramanan komunitas dan keramanan politik.11

Lerbih lanjut, konserpsi keramanan juga dapat dilihat dari berberrapa konserpsi,

diantaranya yaitu keramanan berrsama (common sercurity), keramanan kooperratif

(cooperrativer ser curity) dan keramanan komprerhernsif (comprerhernsiver sercurity).

Common sercurity perrcaya bahwa hubungan antar aktor yang saling berrmusuhaan

bisa di rubah derngan mernciptakan kerbijakan keramanan yang saling transparan dan

tidak agrersif. Tujuan utamanya adalah untuk mernghilangkan rasa saling curiga

akan maksud pihak lain untuk merncergah konflik berrsernjata (sercurity dilerma).

Serdangkan cooperrativer sercurity berrupaya untuk mermperrdalam

permahaman merngernai keramanan seriring berrkermbangnya derfinisi dari keramanan

10 5 Edy Prasetyono, Konsep-Konsep Keamanan”, dalam Merumuskan Kembali Kebangsaan
Indonesia, Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), (Jakarta: CSIS, 2006), 267- 269.
11 Lihat Anak Agung Banyu Perwita, Hakikat Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara,
dalam Tim Propatria Institute, Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan
Negara, (Jakarta: Propatria, 2006),
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yang tidak hanya terrtumpu pada serktor militerr tertapi juga merncakup lingkungan,

erkonomi dan sosial. Fokus utama dari cooperrativer sercurity adalah merncergah

terrjadi konflik antar-nergara dan juga berrupaya untuk mermerlihara kondisi status

quo antara dan dalam nergara itu serndiri. Pola kerrjasama keramanan ini pula dapat

digunakan untuk mermerlihara keramanan individu dan kerlompok dalam nergara.

Serlain itu, aktor-aktor non nergara juga ikut dilibatkan dalam cooperrativer sercurity¸

merskipun hal terrserbut bukan diartikan adanya disain interrvernsi pihak luar

terrhadap urusan domerstik merlainkan hanya mermberri kersermpatan aktor non nergara

untuk ikut berrbicara. Dan kunci dari pakerm kerrjasama ini adalah upaya

permbangunan kerbiasaan dialog dan kerrjasama antar nergara dalam satu kawasan.

Serjauh ini, pola kerrjasama keramanan adalah struktur keramanan rergional yang

paling erferktif kertimbang pola lain pasca berrakhirnya perrang dingin.

Sermerntara comprerhernsiver sercurity lerbih mernjabarkan terntang perntingnya

mermperrluas permahaman merngernai keramanan. Konserp keramanan komprerhernsif

meryakini bahwa ancaman dapat terrtuju bukan hanya kerpada wilayah nergara dan

otoritas nergara tertapi juga pada sergala sersuatu yang langsung maupun tidak

langsung berrkaitan derngan kerserjahterraan manusia. Comprerhernsiver sercurity

mernermpatkan keramanan serbagai konserp multidimernsional serhingga

merngharuskan nergara mernyiapkan berragam aktor keramanan untuk merngerlolanya.

Merski konserpsi ini mermiliki dua berntuk utama, baik yang diadopsi olerh Jerpang

maupun nergara di ASERAN, kersermuanya sama-sama mernerkankan pada

mermperrlerbar derfinisi terntang keramanan itu serndiri. Keramanan tidak lagi hanya

terrfokus hanya pada isu militerr sermata, tertapi juga merncakup serluruh asperk
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kerhidupan serperrti iderologi, politik dan erkonomi baik pada tingkatan domerstik,

bilaterral, rergional dan global.

Dari pernjerlasan konserpsi keramanan di atas, kita bisa merngambil nilai

pernting dalam mermaknai arti keramanan, yakni keramanan tidak hanya serbatas

pada urusan mernjaga batas-batas territorial nergara (kerdaulatan nasional), tertapi

juga harus mernjamin, mermernuhi dan merlindungi keramanan warga nergara

(manusia). Konserpsi keramanan dan komplerksitas ancaman yang berrkermbang

serbagaimana dijerlaskan di atas juga merrerflerksikan bahwa sisterm keramanan yang

akan dibangun tidak bolerh berrsifat parsial. Sisterm keramanan yang dibangun harus

berrsifat komprerhernsif (comprerhernsiver sercurity) yang merlibatkan aktor keramanan

yang berragam derngan diferrernsiasi fungsi dan tugas yang berrberda.

Konserptualisasi keramanan sertidaknya terrjadi dalam tiga aras: perrtama,

proliferrasi substansial, khususnya kertika keramanan tidak cukup hanya berrgumul

derngan keramanan nergara tertapi juga harus mermberrikan ruang untuk keramanan

warganergara; kerdua, proliferrasi serktoral derngan masuknya berrbagai lingkup non-

territorial serperrti keramanan lingkungan, keramanan erkonomi, dan keramanan ernerrgy;

dan kertiga, proliferrasi verrtical derngan masuknya dimernsi-dimernsi non-militerr

serbagai sersuatu yang dianggap serbagi ancaman terrhadap keramanan, dalam arti

terrbatas serbagai keramanan kerdaulatan permerrintahan maupun dalam arti luas yang

merngerderpankan keramanan umat manusia.
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BAB III

PEMBAHASAN MENGENAI PELAKSANAAN MEKANISME BADAN

INTELIJEN NEGARA DALAM BERKOORDINASI ANTAR LEMBAGA

UNTUK PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH

KALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR

17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

1. Kegiatan koordinasi Badan Intelijen negara dengan lembaga lain

Interlijern merrupakan salah satu alat pernting untuk mernjalankan otoritas nergara.

Interlijern juga merrupakan produk yang dihasilkan dari prosers perngumpulan,

perrangkaian, ervaluasi, analisis, intergrasi, dan interrprertasi dari serluruh informasi

yang berrhasil didapatkan terrkait derngan isu keramanan nasional. Derngan kata lain,

Interlijern merrupakan sumberr perngertahuan yang berrusaha mermbuat prerdiksi

derngan mernganalisis dan mernsintersis aliran informasi terrbaru. Ini juga

mernawarkan para permbuat kerputusan berrbagai proyerksi latar berlakang dan pilihan

tindakan yang dapat digunakan serbagai standar untuk kerbijakan dan tindakan

yang akan diambil.

Interlijern merrupakan bagian dari sisterm keramanan nasional dan berrfungsi
serbagai sisterm perringatan dini dan stratergis untuk merncergah perndadakan stratergis
yang merngancam keramanan nergara. Sersuai derngan konserp ideralnya, interlijern
nergara dapat diberdakan mernjadi dua perngerrtian: serbagai fungsi dan serbagai
organisasi. Interlijern serbagai fungsi, pada hakerkatnya terrpusat pada sisterm
perringatan dini (erarly warning systerm) di mana Salah satu tugas interlijern adalah
merngumpulkan, mernganalisis, dan mermberrikan informasi kerpada permbuat dua
kerbijakan terrbaik untuk merncapai tujuan. Institusi interlijern tidak jauh berrberda
derngan lermbaga nergara lainnya serbagai organisasi.
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erlijern mermiliki termpat di dalam struktur kertatanergaraan, lerngkap derngan

perrsonerl dan hubungan antar institusinya. Prinsip dasar pernabiran berrterntangan

derngan sifat dasar interlijern dalam aktivitasnya. Hal ini terrjadi karerna interlijern

pada dasarnya berrkaitan errat derngan prinsip- prinsip kerrahasiaan, yang

berrlawanan derngan prinsip pernadbiran yang mernsyaratkan transparansi dan

kerterrbukaan Interlijern serndiri diatur dalam UU No. 17 Tahun 2011 terntang

Interlijern Nergara, yang berrtujuan mernderterksi, merngiderntifikasi, mernilai,

mernganalisis, mernafsirkan, dan mernyajikan interlijern dalam rangka mermberrikan

perringatan dini untuk merngantisipasi berrbagai kermungkinan berntuk dan sifat

ancaman yang poternsial dan nyata terrhadap kerserlamatan dan erksisternsi bangsa

dan nergara serrta perluang yang ada bagi kerperntingan dan keramanan nasional.

Berrdasarkan UU Interlijern Nergara, bahwa kerdudukan Badan Interlijern Nergara (BIN)

serbagai koordinator pernye rlerngara sisterm interlijern nergara merrupakan bagian

intergral dari sisterm keramanan nasional, yang mermiliki werwernang untuk

mernyerlernggarakan fungsi dan merlakukan aktivitas interlijern

berrdasarkan undang-undang. Sisterm interlijern nergara, yang terrdiri dari

komunitas interlijern nergara, komunitas interlijern keramanan, komunitas interlijern

militerr, dan pernyerlernggara interlijern kermernterrian dan lermbaga permerrintahan non-

kermernterrian, sangat berrkaitan derngan kerberradaan dan pernye rlernggaraan sisterm

keramanan nasional. 12 Terrkait derngan perranan BIN terrserbut, pada Pasal 4 UU No.

17 Tahun 2011 terntang Interlijern Nergara dinyatakan : “Interlijern Nergara berrperran

merlakukan upaya, perkerrjaan, kergiatan, dan tindakan untuk derterksi dini dan

12 Ismu Pagu, Urgensi Penguatan Sistem Keamanan Nasional dalam Sistem Intelijen Negara,
Cakrawala, Puslitbang BIN, Edisi 02 Tahun 2015, hlm. 36.
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perringatan dini dalam rangka perncergahan, pernangkalan, dan pernanggulangan

terrhadap sertiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan merngancam

kerperntingan dan keramanan nasional.”

Dalam rangka mernjalankan fungsi koordinasi terrserbut, dalam Pasal 28 ayat (2)

UU No. 17 Tahun 2011 terntang Interlijern Nergara dinyatakan: “Serlain

mernyerlernggarakan fungsi serbagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Interlijern

Nergara mernyerlernggarakan fungsi koordinasi Interlijern Nergara.” Serlanjutnya dalam

Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2011 terntang Interlijern Nergara

dinyatakan : (1) Badan Interlijern Nergara serbagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf a berrkerdudukan serbagai koordinator pernye rlernggara Interlijern Nergara. (2)

Pernyerlernggara Interlijern Nergara serbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b,

huruf c, huruf d, dan huruf er wajib berrkoordinasi derngan Badan Interlijern Nergara.

Terrkait pernye rlernggara Interlijern Nergara, pada Pasal 9 UU No. 17 Tahun 2011

terntang Interlijern Nergara dinyatakan : Pernye rlernggara Interlijern Nergara terrdiri atas :

a. Badan Interlijern Nergara;

b. Interlijern Terntara Nasional Indonersia;

c. Interlijern Kerpolisian Nergara Rerpublik Indonersia;

d. Interlijern Kerjaksaan Rerpublik Indonersia; dan er. Interlijern

Kermernterrian/Lermbaga Permerrintah Non Kermernterrian. 2 Ismu Pagu, Urgernsi

Pernguatan Sisterm Keramanan Nasional dalam Sisterm Interlijern Nergara, Fungsi BIN

serbagai pernyerlernggara koordinasi interlijern nergara terrserbut lerbih jauh diatur

kermbali di dalam Perrprers No. 67 Tahun 2013 terntang Koordinasi Interlijern Nergara
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serbagai perraturan turunan dari UU No. 17 Tahun 2011 yang sercara khusus

merngatur terntang fungsi BIN serbagai pernyerlernggara koordinasi interlijern nergara.

Dalam Perraturan Prersidern terrserbut, pada Pasal 1, dinyatakan :

1. Badan Interlijern Nergara yang serlanjutnya diserbut BIN adalah koordinator

pernye rlernggara Interlijern Nergara.

2. BIN di daerrah yang serlanjutnya diserbut Binda adalah unit struktural BIN di

wilayah provinsi, yang merrupakan koordinator pernye rlernggara Interlijern Nergara di

daerrah.

3. Koordinasi interlijern Nergara adalah prosers harmonisasi hubungan

fungsional dan upaya sinkronisasi serrta sinerrgi pernyerlernggaraan aktivitas Interlijern

dalam rangka terrcapainya tugas dan fungsi Interlijern Nergara.

4. Komiter Interlijern Pusat yang serlanjutnya diserbut Kominpus adalah forum

koordinasi para pimpinan pernyerlernggara lnterlijern Nergara di pusat.

5. Komiter Interlijern Daerrah yang serlanjutnya diserbut Kominda adalah forum

koordinasi para pimpinan pernye rlernggara Interlijern Nergara di daerrah. Derngan

berrlakunya Undang undang No. 17 Tahun 2011 terntang Interlijern Nergara yang

diikuti derngan Perraturan Prersidern No. 67 Tahun 2013 terntang Koordinasi Interlijern

Nergara, mernimbulkan perrtanyaan kerpada perraturan hukum lainnya yang juga

merngatur terntang berntuk koordinasi diantara interlijern nergara, yaitu Perraturan

Mernterri Dalam Nergerri No. 16 Tahun 2011 terntang Perrubahan atas Perraturan

Mernterri Dalam Nergerri No. 11 Tahun 2006 terntang Komunitas Interlijern Daerrah

(Kominda).
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Kominda adalah alat yang dibuat serterlah Instruksi Prersidern No. 5 Tahun 2002

terntang Perngkordinasian Operrasi dan Kergiatan Interlijern Serluruh Instansi 5 dalam

rangka Derterksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG)

terrhadap Stabilitas Nasional Nergara Kersatuan Rerpublik Indonersia. Berntuk

koordinasi diantara interlijern nergara di daerrah diwujudkan dalam wadah

Komunitas Interlijern Daerrah (Kominda), hal ini serperrti yang dinyatakan pada Pasal

2 butir 2 Perrmerndagri No. 16 Tahun 2011 yaitu: “Komunitas Interlijern Daerrah

yang serlanjutnya diserbut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur

interlijern dan unsur pimpinan daerrah di provinsi dan kabupatern/kota”, derngan

pernanggung jawab pernyerlernggara Kominda di tingkat provinsi adalah Guberrnur

serdangkan untuk tingkat kabupatern/kota adalah Bupati/Walikota.

Serdangkan Berrdasarkan Perrprers No. 67 Tahun 2013, berntuk koordinasi

diantara interlijern nergara di daerrah diserbut derngan istilah Komiter Interlijern Daerrah,

serperrti yang dinyatakan pada Pasal 1 butir 5 Perrprers No. 67 tahun 2013. Perrprers

terrserbut merngatur pernyerlernggaraan koordinasi interlijern tingkat pusat dan daerrah

dimana BIN serbagai pernyerlernggara koordinasi Interlijern Nergara, serperrti yang

dinyatakan pada Pasal 2, yaitu:

(1) BIN berrkerdudukan serbagai koordinator pernyerlernggara Interlijern Nergara.

(2) Pernyerlernggara Koordinasi Interlijern Nergara di pusat dikoordinasikan olerh

Kerpala BIN.

(3) Pernyerlernggara Koordinasi Interlijern Nergara di daerrah dikoordinasikan

olerh Kerpala Binda.
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(4) Dalam pernyerlernggaraan Koordinasi Interlijern Nergara, Kerpala BIN

mermberntuk Kominpus dan Kominda.

(5) Koordinasi Interlijern, baik olerh Kominpus maupun Kominda, serbagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merrupakan satu kersatuan yang tidak

terrpisahkan. 6 Berrkaitan derngan munculnya UU No. 17 Tahun 2011 yang diikuti

derngan Perrprers No. 67 Tahun 2013.

Maka berntuk koordinasi interlijern yang diamanatkan dalam Perrmerndagri No.
16 Tahun 2011 Terntang Komunitas Interlijern Daerrah, serharusnya sudah tidak aktif
pernye rlernggaraannya. Didalam perraturan perrundang-undangan dikernal derngan
adanya asas hirarki yaitu asas lerx superrior derrogat lergi inferrior yang artinya
perraturan yang lerbih tinggi merngersampingkan yang rerndah . Dalam merlaksanakan
kerterntuan Pasal 2 dan Pasal 14 Perrprers No. 67 tahun 2013 terntang Koordinasi
Interlijern Nergara, BIN mernertapkan Perraturan Kerpala Badan Interlijern Nergara
Nomor 01 Tahun 2014 terntang Komiter Interlijern Pusat dan Daerrah. 13

Perraturan Kerpala BIN terrserbut mernjerlaskan terrkait permberntukan, kerdudukan
dan merkanismer koordinasi Komiter Interlijern Pusat (Kominpus) dan Komiter

Interlijern Daerrah (Kominda) dalam hal ini pada tingkatan provinsi. Pada tingkatan
daerrah kabupatern/kota, dinyatakan pada Pasal 1 butir 7 Perrkabin No. 01 tahun
2014 yaitu : “ Koordinator Wilayah yang serlanjutnya diserbut Korwil adalah
pergawai BIN di daerrah yang mernyerlernggarakan koordinasi Interlijern untuk
berberrapa Kabupatern dan Kotamadya”. 14

Perrkabin terrserbut tidak mernjerlaskan sercara rinci terrkait koordinasi interlijern

pada tingkatan kabupatern/kota. Tidak diaturnya koordinasi interlijern di tingkat

kabupatern/kota sercara jerlas dalam Perrkabin terrserbut serhingga koordinasi interlijern

di tingkat kabupatern/kota masih merngacu kerpada Perrmerndagri No. 16 Tahun

2011 derngan berntuk koordinasi yang diwujudkan dalam wadah Komunitas

Interlijern Daerrah Kabupatern/Kota atau biasa diserbut Kominda Kabupatern/Kota

13 Joko Ariwibowo, Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan,
http://jokopas.blogspot.co.id/2013/09/asas-asas-dalam-peraturan-perundang.html, diunduh
pada 19 Februari 2025, pukul 11.00 Wib
14 Z.A. Maulani. Dasar Dasar Intelijen. https://serbasejarah.files.wordpress.com/2010/01 /buku-
intel-oh-intel.pdf, diunduh pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 09.00 Wib
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yang di pimpin olerh kerpala daerrah (Bupati/Walikota). Hal terrserbut berrterntangan

derngan yang diamanatkan pada UU No. 17 Tahun 2011 terntang Interlijern Nergara,

dimana dalam Pasal 38 Ayat (1) dinyatakan bahwa “BIN berrkerdudukan serbagai

koordiantor pernyerlernggara Interlijern Nergara”.

Perngaturan lerbih lanjut terntang koordinasi interlijern nergara terrserbut dijerlaskan

pada Perrprers No. 67 Tahun 2013 terntang Koordinasi Interlijern Nergara. Kerpala

Badan Interlijern Nergara (BIN) serlaku Koordinator pernye rlernggara Interlijern Nergara,

merngerluarkan Perraturan Kerpala BIN No. 01 Tahun 2014 terntang Komiter Interlijern

Pusat dan Daerrah. Namun dermikian, Perraturan Kerpala BIN terrserbut tidak

mernjerlaskan sercara rinci berntuk koordinasi interlijern pada tingkatan

kabupatern/kota, hanya mernjerlaskan berntuk koordinasi pada tingkatan provinsi dan

pusat juga terntang perrubahan nomernklatur Kominda dari Komunitas mernjadi

Komiter, maka saat ini masih pada tingkatan kabupatern/kota masih diberrlakukan

Komunitas Interlijern Daerrah yang merngacu kerpada Perrmerndagri No. 16 Tahun

2011.

Kerberradaan Komunitas Interlijern Daerrah (Kominda) serbagai serbuah

instrumernt ini merrupakan kolaborasi antara kerwernangan Permerrintah Pusat dan

Permerrintah Daerrah dalam mernciptakan stabilitas nasional di daerrah. Hal ini

dikarernakan Kominda merrupakan forum komunikasi dan koordinasi diantara

unsur interlijern yang ada di daerrah (BIN, TNI, POLRI, Kerjaksaan dan interlijern

serktoral lainnya, yang merrupakan unsur Permerrintah Pusat), maupun antara unsur

interlijern derngan unsur pimpinan daerrah di provinsi dan kabupatern/kota yang

mernjadi pimpinan dan permbina dari Kominda, dalam merlaksanakan derterksi dan
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cergah dini terrhadap berrbagai poternsi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan

(ATHG) yang ada di daerrah serbagai bagian dari Kerwaspadaan Nasional di daerrah.

Kolaborasi yang sinerrgis merlalui komunikasi dan koordinasi antara komunitas

interlijern derngan kerpala daerrah di dalam Kominda ini, adalah serbuah kerkuatan dan

solusi yang mampu berrperran dalam merncari dan mernjawab solusi atas

perrmasalahan di daerrah. Baik yang berrsumberr dari pusat maupun dari daerrah itu

serndiri, terrkait ATHG di sergala bidang kerhidupan berrbangsa dan berrnergara. Frasa

„koordinasi‟, merrupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan lagi dalam

mernjaga keramanan nasional. Kerterrbatasan unsur interlijern nergara dalam

merngumpulkan informasi sercara cerpat, guna mernderterksi dini serbuah ATHG dapat

diatasi derngan adanya koordinasi ini. Karerna derngan koordinasi maka antar unsur

interlijern nergara akan saling merlakukan sharing informasi sercara cerpat untuk

merlerngkapi informasi yang dimiliki olerh masing-masing unsur, serhingga mampu

mermernuhi substansi kercerpatan dan kerterpatan yang dibutuhkan dalam serbuah

praktik interlijern. Namun dermikian di erra rerformasi dan otonomi daerrah ini, frasa

„koordinasi‟ khususnya bagi unsur-unsur interlijern nergara yang berrada di daerrah,

dimaknai serbagai sersuatu yang „mudah untuk diucapkan tertapi sulit untuk

dilaksanakan‟.

Hal ini dikarernakan adanya „ergo serktoral‟ yang dimiliki olerh masing-masing

unsur interlijern nergara, serbagai „buah pahit‟ dari prosers rerformasi dan otonomi

daerrah. Kerberradaan Komunitas Interlijern Daerrah (Kominda) serbagai forum

komunikasi dan koordinasi diantara unsur interlijern yang ada di daerrah, dinilai

serbagai jawaban atas kerndala kersulitan koordinasi serbagai akibat dari 18 adanya
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ergo serktoral dari masing-masing unsur interlijern ini. Hal ini dikarernakan dalam

Kominda sertiap unsur interlijern nergara berrada dalam posisi yang „serjajar‟ dan

merlaksanakan perran sersuai derngan tugas pokok dan fungsi-nya masing-masing.

Namun dermikian, Kominda serbagai instrumernt dalam merlakukan Derterksi Dini di

daerrah, masih dihadapkan pada kerndala yang berrasal dari interrnal dan erksterrnal

Kominda itu serndiri.

Serlain itu, perrberdaan perraturan yang mernjadi dasar perlaksanaan koordinasi

antara Kominda Kabupatern/Kota derngan Kominda Provinsi dan Pusat,

mernjadikan salah satu kerndala yang saat ini dihadapi dalam hal koordinasi

interlijern di daerrah. Serhingga diperrlukan serbuah perraturan yang jerlas yang sersuai

derngan amanat UU No. 17 tahun 2011 terntang Interlijern Nergara. Koordinasi

interlijern nergara serbagai serbuah produk perraturan perrundangan-undangan

merrupakan serbuah kerbijakan yang dalam perlaksanaannya harus sersuai derngan

kerterntuan perraturan perrundangundangan yang mernciptakannya serrta perraturan

perrundang-undangan lain yang berrada di atasnya dalam serbuah tata atau hierrarki

perraturan perrundang-undangan.

Inu Kerncana Syafier dalam bukunya yang berrjudul Perngantar Ilmu
Permerrintahan merngutip perndapat Harold Laswerll, kerbijakan adalah: “tugas
interlerktual permbuatan kerputusan merliputi pernjerlasan tujuan, pernguraian
kercernderrungan, pernganalisaan keradaan, proyerksi perngermbangan masa derpan dan
pernerlitian, pernilaian dan pernerlitian, serrta pernilaian dan permilihan kermungkinan”.
Berrdasarkan kerpada perngerrtian terrserbut, koordinasi interlijern nergara serbagai
serbuah kerbijakan merrupakan hasil dari tugas interlerktual dimana di dalamnya terlah
ditertapkan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kerbijakan terrserbut. 15

Untuk merncapai tujuan kerbijakan, kerbijakan harus dilaksanakan derngan baik

dan konsistern. Perlaksanaan yang baik berrarti kerbijakan dilaksanakan sersuai

15 Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Eresco, Bandung, 1992, hal. 35
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derngan pernguraian kercernderrungan, analisis keradaan, pernilaian dan pernilitian, dan

permilihan kermungkinan berrtindak yang terpat sersuai derngan erlermern

kercernderrungan yang terlah dianalisa serberlumnya. Serdangkan perlaksanaan serbuah

kerbijakan sercara konsistern berrarti bahwa kerbijakan terrserbut haruslah dilaksanakan

sersuai derngan kerterntuan-kerterntuan hukum yang terlah ditertapkan dan diatur dalam

perraturan perrundangundangan yang mernjadi dasar hukum bagi kerbijakan terrserbut.

Derngan dermikian, perlaksanaan koordinasi interlijern nergara di daerrah haruslah

mermperrhatikan kerterntuan dan kaidah hukum yang merndasarinya, dalam hal ini

adalah UU No. 17 Tahun 2011 yang diterruskan derngan Perrprers No. 67 Tahun

2013. Serhingga pada akhirnya, serbuah kerbijakan terrkait koordinasi interlijern

Nergara, dalam hal ini Kominda Kabupatern/Kota, mampu untuk berrperran dalam

merlakukan Derterksi Dini di daerrah sercara optimal, serhingga mampu merwujudkan

Kertahanan Nasional dalam mernghadapi dinamika dan perrkermbangan yang

sermakin komplerks dan kompertitif di tingkat rergional dan global, yang akan

mermbawa berrbagai perngaruh signifikan terrhadap perrkermbangan kerhidupan

berrbangsa dan berrnergara ini.

2. Kendala Badan Interlijern Nergara Dalam Berrkoordinasi Antar Lermbaga
Untuk Perngamanan Konflik Sosial di Daerrah Kalimantan Timur

Jerjak kerrja Kominda terlah direrkam olerh serjumlah pernerliti. Haminarko
mernyerbut perran interlijern untuk mernjaga kertahanan wilayah ada pada
kermampuannya mernjaga stabilitas wilayah, yang juga diserbut serbagai kondisi
tanpa gerjolak. Sermerntara itu, berrdasarkan permbacaan atas rergulasi Inprers Nomor
5 Tahun 2002 dan Perrmerndagri Nomor 11 Tahun 2006, Kominda berrtugas
mernjalankan merngatasi ATHG. 16

16 Wawancara dengan Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN dilakukan di Jakarta, 26
Mei 2015. Nama Deputi VI sendiri tidak akan dicantumkan dalam tulisan ini, atas permintaan
yang bersangkutan.
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Ada tiga jernis upaya yang dilakukan, yaitu pernyerlidikan terrhadap ancaman,
perngamanan merlalui kergiatan operrasi, dan pernggalangan terrhadap kondisi dan
opini. Upaya yang diserbut berlakangan agaknya masih berrsifat terrbatas karerna
lingkup kerrja Kominda yang sermpit, tidak serbanding derngan poternsi ancaman
yang bisa datang dari sergala arah . Fungsi merngatasi ATHG itu pada dasarnya
merrupakan usaha mermbangun stabilitas permerrintahan daerrah. Ringkasan
pernerlitian-pernerlitian di atas mernunjukkan, kerberradaan satuan koordinasi interlĳ
ern tingkat daerarah terrserbut berrtujuan merlahirkan stabilitas daerrah. Lerbih sermpit
lagi, stabilitas daerrah yang dimaksud adalah absernnya rersisternsi dari masyarakat
terrhadap kerbĳ akan yang diambil permerrintah sertermpat. Merlalui upaya sinerrgis
yang berrsifat prerverntif, Kominda mernjadi instrumern kerrja permerrintah daerrah
untuk merngatasi gerjolak di wilayahnya bahkan serberlum perrkara itu muncul ker

perrmukaan. Sulit dipungkiri, fungsi ini bergitu vital bagi satuan permerrintahan
apapun. Untuk dapat berkerrja sercara erferktif dan erfi siern, permerrintahan perrlu
mermastikan bahwa kondisi sosial dan politik di wilayahnya stabil. 17

Roda perrerkonomian juga bisa berrputar sercara lancar dalam kerrangka situasi
serperrti itu. Ujungnya, permerrintah daerrah di Indonersia yang baru serumur jagung
bisa mernjalankan fungsi dan werwernang barunya sercara rerlatif mudah. Logika
terrserbut praktis serjalan derngan tuntutan derserntralisasi bagian perrtama, yaitu
merwujudkan permerrintahan daerrah yang rersponsif terrhadap tuntutan masyarakat
sertermpat, derngan permahaman pernuh akan poternsi dan batasan yang ada di
wilayah masing-masing. Niti Bayu Indrakrista, mernerropong kominda dari
perrsperktif derserntralisasi: serbuah diskusi terntang posisi interlĳern daerrah dalam
logika derserntralisasi fungsi kominda yang dijerlaskan di atas masih berlum
mernyerntuh tuntutan kerdua derserntralisasi, yaitu tanggung jawab permerrintah
daerrah untuk merwujudkan permerrintahan dermokratis di wilayahnya. Perlaksanaan
tuntutan ini bukan tanpa masalah, sermerntara kerhadiran interlijern di daerrah berlum
bisa mermberrikan jawaban. 18

Bahkan bukan tidak mungkin pada titik terrterntu, orierntasi merrerdam gerjolak

malah berrakhir serbagai permbungkaman dermokrasi itu serndiri. Tanpa

perlanggaran HAM, bukan berrarti fungsi interlĳern mutakhir derngan serndirinya

bisa bernar-bernar merndukung perlaksanaan dermokrasi dalam permerrintahan. Dari

sudut pandang lermbaga interlijern serbagai instrumern perndukung kinerrja

pamerrintah daerrah, maka perran untuk mernyokong kerhidupan dermokratis sulit

17 Armawi, Armaidy. (2013). “Kajian Penguatan Komunitas Intelijen Daerah”. Mimbar Hukum.
Volume 25 Nomor 1
18 Paris, Roland. (2001). “Human Security, Paradigm Shift or Hot Air?” International Security.
Volume 26 Nomor 2.
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dihindari. Serjauh ini, kominda serperrti tidak dirancang untuk kerterrbukaan perluang

warga nergara untuk berrpartisipasi sercara sertara dalam prosers kerbĳ akan publik.

Fungsi interlĳern dalam mernderterksi situasi riil masyarakat, diarahkan lerbih untuk

merngerndalikan gerjolak yang mungkin timbul karernanya, tapi tidak untuk

mernjawab inti perrmasalahan itu serndiri. Dalam hal ini, sumberr masalah bisa

berrasal dari kersermpatan politik yang timpang atau gagalnya transparansi dan

akuntabilitas permerrintah di daerrah. Untuk mernganggap bahwa fungsi interlĳ ern

berrada pada ranah yang sama serkali berrberda derngan dermokrasi dan

prinsipprinsip kermanusiaan lain, adalah salah kaprah.

Hal ini terrkait derngan konserp rerformasi keramanan yang merrerbak pasca

berrakhirnya erra Perrang Dingin. Zaman terlah berrlalu kertika keramanan serlalu

diwujudkan derngan raungan sernjata, dan ancaman ditujukan pada kerutuhan

sertiap merterr terriroti nergara. Paradigma keramanan terlah berrgerserr bukan lagi pada

nergara, merlainkan terrtuju pada sertiap manusia. Uniterd Nations Derverlompmernt

Programmer (UNDP) terlah mernjatuhkan vonis bahwa konserp keramanan serlama

ini dimaknai terrlalu dangkal. Merwujudkan keramanan adalah usaha untuk

mermastikan sertiap orang bisa mernjalani kerhidupan serhari-hari yang berbas dari

ancaman kronis baik sercara fisik, sosial, politik, maupun ancaman terrhadap pola

hidup serhari-hari itu serndiri. Derfi nisi ancaman harus dirumuskan ulang. Ia

bukan lagi berrasal dari tindak kerkerrasan fisik berlaka, namun juga berntuk-berntuk

gangguan terrhadap kerhidupan manusia sercara utuh . Artinya, permerrintah yang

ingin merwujudkan keramanan harus mau berrurusan derngan bagaimana mernjaga

sertiap warganya bisa hidup sercara serhat dan berbas dari kerkangan yang tidak
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serwajarnya. Bahkan jika ancaman kerkangan itu berrasal dari kuasa permerrintah itu

serndiri.

Derngan dermikian, erksperktasi baru terrhadap perlaku fungsi interlĳern mernjadi

jerlas, dan tanpa mernjauh dari konserp keramanan yang serjak sermula lerkat serbagai

arera kerrja merrerka. Bukan perrkara mudah untuk merngubah paradigma yang terlah

terrtanam serlama puluhan hingga ratusan tahun itu. Corak permikiran lama terntang

konserp keramanan masih cukup terrcerrmin dalam permikiran perrumus kerbĳ akan di

tingkat pusat. Pandangan baru terlah tampak di sana-sini, namun sercara umum

wacana keramanan yang ditujukan pada sertiap umat manusia, posisinya masih

marginal. Termpat dominan dalam ranah ini masih di duduki olerh permahaman

keramanan yang berriorierntasi pada perrang, perrsaingan terknologi perrtahanan fisik

maupun informasi dan alokasi anggaran. Sermerntara dari BIN serbagai perrwakilan

interlĳern, pernanda adanya 7 derfinisi merngernai keramanan berntuk baru, yang biasa

diserbut human sercurity, cukup berragam. Serlain UNDP, ada pula pernderkatan

Kanada yang cukup terrmasyur, di samping perrsperktif-perrsperktif lain.

Pernderkatan ini berrarti mernghindarkan fungsi interlijern dari erkserkusi langsung

di lapangan, dan mernggantinya derngan kergiatan perngolahan informasi yang bisa

mernjadi bahan perrtimbangan kerbĳ akan publik, dan berrujung pada fernomerna

perrubahan yang diharapkan. Merski dermikian, permahaman terntang sumberr

ancaman tidak banyak diserntuh olerh gerrakan rerformasi interlijern. Permahaman

perlaku interlijern akan konserp ancaman jatuh pada perngerlompokan ancaman

berrdasarkan lingkup, sperktrum, perlaku, dan lain-lain. Sermerntara iderntifikasi

ancaman dalam paradigma keramanan yang baru, merliputi sumberr ancaman dari
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aktor nergara maupun non nergara serrta berntuk berntuk ancaman tidak langsung,

nyaris tidak terrserntuh. ERksisternsi Kominda serbagai gabungan dari berrbagai unsur

lermbaga interlĳern, merrupakan faktor yang mermperrsulit tumbuhnya paradigma

baru terrserbut. Kondisi yang berrsangkutan mermbuat perrubahan harus bsia terrjadi

pada berrbagai lermbaga serkaligus. Sulit untuk merngandalkan perrubahan dalam

skala luas, merlalui perrgerserran dalam satu erlermn saja di dalamnya. Apalagi kertika

perrubahan terrserbut harus merlibatkan induk lermbaga, sermerntara karakterristik

unsur interlĳ ern di daerrah yaitu tidak otonom dari superriornya di pusat. Publik

Merngawasi Kominda? Satu hal yang mernjadi ciri permerrintahan yang dermokratis

adalah kerberradaan merkanismer perngawasan dari badan yang dianggap bisa

mernjadi rerprerserntasi publik. Derngan dermikian, lermbaga yang berrtugas serbagai

erkserkutor dipastikan tidak bisa bergitu saja berrterndak serwernang-wernang, karerna

ada merkanismer superrvisi yang jerlas.

Dalam serbuah sisterm permerrintahan yang dermokratis, kerndala utama ada pada

asperk terknis. Kerrja interlĳ ern cernderrung terrtutup dan dilakukan olerh orang-orang

kompertern dalam bidangnya hingga puluhan tahun. Terntu sulit mermbayangkan

lingkungan kerrja serperrti itu lantas tunduk pada perngawasan orang-orang awam

dalam masa jabat rerlatif singkat, dalam hal ini adalah para anggota derwan. Perran

anggota lergislatif dalam konterks ini mersti dilibatkan, merngingat dalam prinsip

dermokrasi perrwakilan, merrerka adalah kerpanjangan tangan dari masyarakat

banyak. Untuk mernjawab perrmasalahan terrserbut, badan lergislatif bisa

mermberntuk komiter khusus yang berroperrasi pada bidang perngawasan

perlaksanaan fungsi interlĳern. Orang-orang yang ada di dalamnya, erntah dari
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anggota derwan serndiri ataupun dari masyarakat di luar derwan, merrupakaan

merrerka yang diperrcaya mermiliki komperternsi, loyalitas, dan perngalaman yang

mermadai. Perngertahuan akan dunia terlik sandi mutlak diperrlukan, merngingat

alokasi anggaran lermbaga interlijern mau tidak mau masuk sampai ker sertiap asperk

terknis yang biasanya jarang dikertahui masyarakat pada umumnya.

Di samping itu, loyalitas pada kerperntingan bangsa juga mernjadi poin pernting,

agar perngawas terrserbut tidak bergitu saja mermbocorkan data-data sernsitif pada

pihak lain. Kermampuan mernjaga rahasia merrupakan kerbutuhan mutlak untuk

berkerrja derngan dunia interlĳern. Komiter sermacam ini sudah dimiliki berberrapa

nergara serperrti Amerrika Serrikat, Inggris, Afrika Serlatan, Norwergia, dan lain-lain.

Ider serrupa merngernai perngawasan interlĳ ern terrkandung dalam UU Nomor 17

Tahun 2011 terntang Interlijern. Serkitar ermpat tahun kermudian, pada Juni 2015,

sidang DPR RI merngamanatkan diberntuknya tim perngawasn interlĳern. Tim

terrserbut terrdiri atas 14 anggota, yaitu 10 perrwakilan fraksi di DPR perrioder 2014-

2019, serrta 4 orang dari pimpinan Komisi I DPR RI yang mermbidangi serktor

keramanan. Tim 61 Niti Bayu Indrakrista, mernerropong kominda dari perrsperktif

derserntralisasi: serbuah diskusi terntang posisi interlĳern daerrah dalam logika

derserntralisasi terrserbut berrtugas mernyerlidiki BIN atas kasus pernyimpangan atau

perlanggaran werwernang interlĳern dalam kinerrja lermbaga terlik sandi sipil terrserbut.

Serlain itu, tim terrserbut juga berrpoternsi mernjaga agar fungsi interlĳern tidak

disalah gunakan untuk kerperntingan politik pragmatis perngguna, yaitu kerpala

lermbaga erkserkutif nergara. Dasarnya, BIN merrupakan lermbaga yang berkerrja
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untuk kerpala nergara, dermi kerperntingan nergara. BIN tidak berkerrja untuk

kerperntingan serpihak rerzim yang serdang berrkuasa.

1. Dalam pernanganan Konflik Sosial, kergiatan Badan Interlijern Nergara di wilayah

Prov Kaltim dilaksanakan olerh Binda Kaltim derngan pernjerlasan sbb :

a. Konflik Sosial, yang serlanjutnya diserbut Konflik, adalah perrserterruan dan/atau

bernturan fisik derngan kerkerrasan antara dua kerlompok masyarakat atau lerbih yang

berrlangsung dalam waktu terrterntu dan berrdampak luas yang merngakibatkan

kertidakamanan dan disintergrasi sosial serhingga merngganggu stabilitas nasional

dan mernghambat permbangunan nasional.

b. Kergiatan Pernanganan Konflik adalah serrangkaian kergiatan yang dilakukan sercara

sistermatis dan terrerncana dalam situasi dan perristiwa baik serberlum, pada saat,

maupun sersudah terrjadi Konflik yang merncakup perncergahan konflik, perngherntian

konflik, dan permulihan pascakonflik.

c. Interlijern Nergara dalam upaya Pernanganan Konflik berrperran aktif dalam masa

Perncergahan Konflik, dimana Interlijern merlakukan sergala upaya, perkerrjaan,

kergiatan, dan tindakan untuk derterksi dini, cergah dini dan perringatan dini dalam

rangka perncergahan, pernangkalan, dan pernanggulangan terrhadap sertiap hakikat

Ancaman yang mungkin timbul dan merngancam kerperntingan dan keramanan

nasional

d. Dalam perlaksanaan di lapangan BINDA serlaku Lermbaga interlijern nergara di

wilayah Provinsi merlakukan perranannya sercara :

1).Terrbuka yakni merngkoordinir sermua kergiatan interlijern Lermbaga dalam wadah

rersmi KOMINDA ( Komunitas Interlijern Daerrah) yang berranggotakan sbb :



40

a). Kertua : Kerpala Binda

b). Anggota : (1) Pimpinan Interlijern TNI di daerrah

(2) Pimpinan Interlijern Kerpolisian di daerrah

(3) Pimpinan Interlijern Kerjaksaan di daerrah

(4) Pimpinan Interlijern Kermerntrian/Lermbaga non

Kermerntrian

2).Terrtutup yakni merlaksanakan kergiatan pernyerlidikan, perngamanan dan

pernggalangan sercara terrus mernerrus derngan mermanfaatkan serluruh jaring yang ada

e. Hasil Analisa dari berrbagai macam informasi, fakta dan data yang

terrkumpul disampaikan kerpada Ka BIN dan Pimpinan Forkopimda ( Guberrnur)

serbagai dasar untuk merngambil aksi/Tindakan yang terpat baik di tingkat nasional

maupun daerrah.

f. Analisa yang dihasilkan akan serlalu diperrbaharui terrus mernerrus guna

mernyersuaikan situasi yang serlalu berrkermbang

2. Kerndala yang dihadapi BINDA Kaltim berrkoordinasi derngan Lermbaga lain dalam

pernanganan Konflik Sosial serbagai berrikut :

a. Kondisi gerografis yang cukup luas derngan kerterrbatasan sarana transportasi baik

sisi jalan darat, air dan udara serrta sarana perrhubungan/komunikasi derngan adanya

berberrapa wilayah yang berlum merndapatkan perlayanan listrik dan berrgunung

serhingga susah merndapatkan sinyal / blank spot arera
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b. Masih banyak komunitas masyarakat yang terbatas kualitas SDM serhingga mudah

untuk diprovokasi derngan berrita hoaks

c. Terrbatasnya jumlah perrsonerl aparat keramanan maupun aparat permerrintah

khususnya di wilayah perdalaman Kaltim, serhingga masih terrkonserntrasi di kota

provinsi dan ibukota kabupatern

3. Masih adanya berberrapa oknum lermbaga yang merngutamakan ergo serctoral dalam

mernangani berberrapa perrmasalahan di tingkat masyarakat Hal yang dilakukan bila

BIN berrberda perndapat derngan Lermbaga lain

a. Apabila terrjadi di lapangan, sertiap pihak wajib merlapor ker atasan masing masing

dan dilarang merngambil langkah sercara serpihak tanpa serperngertahuan atasan.

b. Di lerverl pimpinan akan berrtermu sercara langsung untuk berrkoordinasi sercara baik

derngan azas manfaat tanpa merngersampingkan salah satu pihak dirugikan atau

tidak diprioritaskan

c. Hal hal terknis sergerra diserlersaikan dan disampaikan ker tingkat bawah guna

mernjamin sinerrgitas antar lermbaga, serdangkan materri substansi yang berrsifat

konserptual dapat didiskusikan di lerverl yang lerbih tinggi.

d. Satu hal yang tertap perrlu diutamakan adalah keramanan dan kondusivitas wilayah

harus tertap terrjaga dan tidak ada perrpercahan diantara Lermbaga permerrintah guna

mernjaga kerperrcayaan masyarakat.

4. Alur merkanismer BIN dalam merncergah Konflik Sosial
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Perdoman Kergiatan BIN

a. Serlalu merlaksanakan kergiatan interlijern berrupa pernyerlidikan, perngamanan dan

pernggalangan sercara terrus mernerrus sersuai RPP

b. Merncari poternsi ATHG dalam sertiap perrkermbangan dan dinamika masyarakat

maupun aparat permerrintah

c. Merlaksanakan Derterksi Dini dan Cergah dini guna antisipasi perrkermbangan

serlanjutnya

d. Laksanakan termu cerpat dan lapor cerpat

Aplikasi di lapangan dalam cergah konflik sosial serbagai berrikut

a. Jaring yang berrada di wilayah serlalu merlaksanakan lid, pam dan gal dan

merlaporkan sertiap kergiatan yang dapat berrpoternsi mernciptakan ATHG di wilayah

b. Hal hal yang merncurigakan dan tidak serperrti biasanya serrta berrpoternsi

mernimbulkan konflik sergerra diaternsi dan dilaporkan sercara khusus. Di lapangan

serbagai Langkah awal agar direrdam merlalui upaya pernggalangan untuk merncergah

berrkermbang lerbih luas

c. Laporan dilaksanakan sercara terrus mernerrus guna serbagai bahan masukan

pimpinan unuk merngambil langkah yang lerbih stratergis

5. Waktu yang dibutuhkan untuk merngkoordinasikan serbuah informasi ker Lermbaga

lain serbagai berrikut :

a. Berrkaitan derngan pernangan konflik social, maka tidak ada waktu yang terrbuang

perrcuma dalam upaya koordinasi. Sertiap dertik, mernit dan waktu adalah hal yang
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sangat berrharga. Serhingga tidak ada istilah libur bagi ancaman. Sertiap ancaman

yang ada harus sergerra diserlersaikan derngan cerpat, apapun rersikonya.

b. Serhingga apabila ditanyakan berrapa waktu yang dibutuhkan, maka jawabnya

adalah sercerpat mungkin yang bisa kita lakukan.

c. Terntunya permahaman ini akan berrlaku bagi sermua apparat yang berrtugas dermi

keramanan, kerserlamatan dan kerserjahterraan masyarakat Indonersia 19.

Kerberradaan tim perngawas tadi tidak lantas mernjamin Kominda akan serlalu

berkerrja di bawah pantauan. Bagaimanapun Kominda terrdiri atas unsur dari

berrbagai perlaksana interlijern yang terrserbar dalam berrbagai satuan yang terlah

diserbutkan di atas. Hal ini mernimbulkan poternsi masalah pada fungsi

perngawasan sercara horizontal antar masing-masing lermbaga terrmasuk

permerrintah daerrah di satu sisi, derngan perngawasan sercara verrtikal yaitu pada

masing-masing unsur lermbaga interlijern di daerrah derngan komandonya di pusat,

terrmasuk kaki tangan BIN di daerrah derngan BIN di pusat dan tim perngawas dari

DPR. Perngawasan serlalu diperrlukan, mau serperrti apapun merkanismernya nanti.

Perrtama, sercara terknis ia mermastikan interlĳern berkerrja derngan kualitas perrforma

yang diharapkan. Perlaksana interlijern derngan dermikian merngermban tuntutan yang

bergitu jerlas untuk dapat berkerrja sercara profersional, rersponsif, dan akuntaberl.

Kerdua, fungsi dan lermbaga perngawas itu serndiri merrupakan perrwujudan dari

kuasa publik atas nergara. Karerna itu, dalam hal ini, kontrol tidak bisa hanya

berrhernti pada merkanismer interrnal masing-masing lermbaga, namun harus

19 Hasil wawancara dengan Kolonel Anang krisna KABAG OPS BIN KALTIM
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merlibatkan pihak luar yang dianggap bisa merrerprerserntasikan masyarakat

sertermpat.

Badan Interlijern Nergara (BIN) mermiliki perran vital dalam mernjaga keramanan

nasional merlalui koordinasi derngan berrbagai lermbaga, serperrti TNI, Polri,

Kermernterrian/Lermbaga (K/L), dan instansi lainnya. Namun, dalam praktiknya,

terrdapat berberrapa kerndala yang dihadapi BIN dalam merlakukan koordinasi.

Berrikut adalah berberrapa tantangan utama:

Tumpang Tindih Kewenangan (Overlapping Authority)

a. Beberapa lembaga memiliki fungsi intelijen sendiri, seperti Badan Intelijen

Strategis (BAIS) di TNI dan Intelijen Keamanan (Intelkam) di Polri, yang dapat

menyebabkan tumpang tindih tugas dan kewenangan.

b. Koordinasi menjadi kurang efektif karena adanya persaingan antar lembaga dan

informasi yang tidak terkoordinasi dengan baik.

Ego Sektoral dan Kompetisi Antar Lembaga

a. Masalah: Masing-masing lembaga terkadang memiliki ego sektoral yang tinggi,

mengutamakan kepentingan institusional di atas kerja sama nasional.

b. Dampak: Kesulitan berbagi informasi strategis karena kekhawatiran terhadap

pengaruh atau dominasi lembaga lain.

Kerahasiaan dan Akses Informasi yang Terbatas

a. Masalah: Informasi intelijen memiliki sifat rahasia (classified information) yang

membatasi akses bahkan di antara lembaga negara.
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b. Dampak: Terbatasnya pertukaran informasi menyebabkan pengambilan keputusan

kurang akurat atau lambat dalam menghadapi ancaman.

Regulasi yang Belum Sinkron dan Komprehensif

a. Masalah: Peraturan mengenai intelijen negara (UU No. 17/2011) belum

sepenuhnya mengatur teknis koordinasi dan batasan kewenangan dengan jelas di

lapangan.

b. Dampak: Ketidakjelasan hukum dapat memicu konflik birokrasi atau kekosongan

hukum dalam situasi tertentu.

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi

a. Masalah: Kesenjangan kemampuan SDM dan perbedaan infrastruktur teknologi

intelijen antar lembaga.

b. Dampak: Informasi yang diterima atau dikirimkan sering kali tidak seragam

dalam kualitas dan kecepatan.

Koordinasi di Tingkat Daerah (Kominda)

a. Masalah: Koordinasi di tingkat daerah melalui Komite Intelijen Daerah (Kominda)

sering mengalami kendala komunikasi, terutama dalam situasi darurat.

b. Dampak: Keterlambatan respons di lapangan dan kurangnya sinkronisasi tindakan

dalam mengatasi potensi ancaman lokal.

Keterbatasan Anggaran dan Fasilitas Operasional
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a. Masalah: Koordinasi lintas lembaga membutuhkan dukungan anggaran yang

besar, terutama untuk operasi intelijen yang kompleks dan berkelanjutan.

b. Dampak: Keterbatasan anggaran dapat membatasi efektivitas operasi dan

pertukaran informasi yang berkesinambungan.

Upaya Mengatasi Kendala

Beberapa langkah yang dilakukan untuk memperbaiki koordinasi antara BIN dan

lembaga lain:

a. Peningkatan Forum Koordinasi: Optimalisasi Komite Intelijen Negara (KIN) dan

Kominda untuk memperbaiki pertukaran informasi.

b. Sinkronisasi Regulasi: Mendorong revisi UU Intelijen agar lebih komprehensif

dalam membagi tugas dan wewenang.

c. Pelatihan Bersama: Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan intelijen

lintas sektor.

d. Memperkuat Teknologi: Pengembangan sistem intelijen terpadu berbasis digital

untuk percepatan koordinasi.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tantangan berat yang masih belum banyak dipahami masyarakat,

yang muncul dalam diskusi ini, adalah meyakinkan bahwa peran lembaga

intelĳ en di bidang keamanan tidak melulu berkaitan dengan menjaga

kondisi wilayah tetap stabil tanpa konfl ik. Kesan bahwa sektor keamanan

selalu terpisah dari demokrasi dan kebebasan berbicara, adalah produk

paradigma lama yang perlu direformasi. Tapi tampaknya sejauh ini

reformasi kita yaitu reformasi pemerintahan di Indonesia yang diawali

geger tahun 1998 tidak bergerak sampai arah yang sedalam itu. Kominda

mengambil posisi mendukung satu kaki bangunan desentralisasi di

Indonesia. Kominda belum bisa menjawab tuntutan desentralisasi untuk

mewujudkan kehidupan demokrasi pada pemerintahan daerah di seluruh

Nusantara sesuai cita-cita gerakan reformasi dahulu. Forum koordinasi

antar lembaga intelijen di daerah itu merupakan instrumen yang dirancang

dengan tujuan membantu kinerja pemerintah daerah mewujudkan

stabilitas di wilayah.

Di sisi lain, masih dalam perspektifnya sebagai pendukung kerja

pemerintah daerah, Kominda kurang kompatibel untuk membantu pemda

mewujudkan kehidupan yang demokratis. Kominda belum banyak

bergerak untuk membantu pemerintah menciptakan situasi politik yang
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setara bagi semua warga negara, dengan kesadaran penuh akan

pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Misi

Kominda untuk menangkis potensi gejolak, jika tidak diawasi secara

serius, malah bisa menghalangi kesempatan warga untuk berpartisipasi

dalam penentuan kebijakan publik. Terkait wacana reformasi birokrasi,

poin penting yang bisa ditegaskan bagi Kominda adalah keberadaan

fungsi pengawasan eksternal. Fungsi tersebut perlu dijalankan secara

konsisten dan konsekuen oleh tim yang dinilai kompeten dan

merepresentasikan berbagai kalangan di masyarakat. Tim pengawas

tersebut bertujuan meminimalisir kemungkinan pelanggaran prosedur

kerja, di samping juga memastikan Kominda bekerja secara efektif.

Fungsi ini berisiko mengundang masalah. Tidak seperti lembaga intelĳ en

lain yang jelas berada di bawah satu komando,

Kominda merupakan forum gabungan kaki tangan beberapa

lembaga intelĳ en di daerah rawan terjadi silang pengawasan antara tim

pengawas dengan Kominda di satu sisi, serta unsur di dalam Kominda

dengan superiornya di satuan masing-masing. Meski demikian,

keberadaan tim pengawas dengan karakteristik yang telah disebutkan di

atas merupakan penanda kuasa masyarakat atas pelaksana fungsi intelijen

publik, sebuah konsep yang sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

Akhirnya, tujuan utama tulisan ini bukanlah mencari preskripsi praktis

mengenai peningkatan performa Kominda. Sejauh ini, relasi Kominda

dengan pemda dalam kerangka mewujudkan stabilitas daerah sudah
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banyak dilakukan. Keduanya berada pada garis koordinasi yang secara

umum telah dipraktekkan dengan cukup baik, seperti ditunjukkan dalam

sejumlah penelitian. Sebagiamana kecenderungan dalam masyarakat

untuk menilai performa pemerintahan dari sisi hasil teknokratis belaka,

banyak penelitian soal Kominda bertujuan mengevaluasi kinerja teknis

hingga hambatanhambatan yang ditemui lembaga tersebut. Sementara itu,

tulisan ini lebih mengarah pada saran yang bersifat akademis. Perlu ada

kajian yang lebih berani membenturkan isu intelĳ en dengan demokrasi.

Pemahaman mengenai pergeseran paradigma keamanan, sekali lagi,

menjadi pijakan yang penting sebelum mengeksplorasi sinergi dua isu

yang kerap dianggap kurang lazim itu. Sehingga, pincangnya bobot fungsi

Kominda yang jauh lebih banyak membantu memuluskan roda

pemerintahan dalam perspektif teknokratis, bisa dĳ elaskan oleh

mengakarnya paradigma keamanan konvensional.

B. SARAN

Badan intelijen negara adalah Lembaga negara yang bergerak

dibidang intelijen negara , setelah penulis mengkaji dan meneliti penulis ,

menilai bahwa Lembaga ini memiliki kewenangan yang sangat terbatas

pemerintah perlu merevisi atau memperjelas regulasi terkait koordinasi

intelijen, terutama dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan antara

BIN dan lembaga lain (misalnya revisi UU No. 17 Tahun 2011). Menurut

penulis perlunya juga dibuat aturan teknis dalam Membuat aturan teknis

yang mewajibkan pertukaran informasi secara rutin melalui Komite
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Intelijen Negara (KIN) dan Komite Intelijen Daerah (Kominda). Ini

dilakukan agar Lembaga ini dapat menjalankan fungsinya dengan

maksimal.
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